
BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2OI4

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 31 1 ayat (4) undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2ol4 tentang Firubahan Atis
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukai
Rancangan Peraturan Daerah tentang enggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate, T.*".r-ggrrg
(APBD) Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan;

b. bahwa Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) -Kabufaten
Temanggung Tahun Anggaran 2o1.s 

'sebagaimana

dimaksud huruf a, merupakan perwujuoan dari R"rr""rr"
Kerja Pemerintah Dagrah (RKPD) Tahun 2OlS yang
dijabarkan kedalam Kebijakan umum ApBD (KUA) sertf
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (ppASj yang telahdisepakati bersama antara pemerintah 'Kabrlpaten
Temanggung dengan DpRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menEtapkan peraturan

P1flh tentang Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah
(APBD) Kabupaten Temanggung iahun Anggaran 2OlS;

Mengingat : 1. fagal 1! ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun l94S;

2- Undang-Undang Nomor 1g rahun 19so tentangPembentukan Daerah-daerah Kahupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun l99g tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaO$;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a$$;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 80
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23fl;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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6.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 9o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2r rahun 2oo7
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah
Nomor 24 Tah.un 2oo4 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aTe);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5o2);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2oos tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4ST6l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 65 Tahun 2olo tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 11O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSZSI;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7g rahun 2o0s tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a58S);

19. Peraturan Pemerintah Nomor T9 Tahun 2oos tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintafi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lal;



21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aZ3T);

22. Perat:uran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ooz tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO8 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a826);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a82e);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae72);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Perat:uran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLL tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol1 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52L91;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s533);

31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OOZ tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;



32. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2olo tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana tehfr
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden
Nomor 70 rahun 2ol2 tentang perubahan peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2olo tentang pengadaan
Bar ang / Jasa Pemerintah ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ratryat naeiah
Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2oor tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan protokolei-dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OOT Nonror 12);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggorrs
Tahun 2008 Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2OOS-2O25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 1O);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1l
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OOg Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OOg
Nomor 14);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 1s) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tah-rn 2OLl tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15 Tahun 2oo9 tentang organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lernbaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2}ll Nomor 23);



40. Peraturan 
_ 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16

Tahun 2008 tentang organisasi dan f"t" kerja Badan
Perencanaan pembangunan Daerah, Inspektdrat, danLembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggmg TahunZoo5
Nomor 16) sebagaimana telah bebJiapi kali diubah
terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 22 Tahun 2oll tentang perubahan xeaua etai
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2oa8 tentang organisasi dan iata kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung rarrunZotf
Nomor 24);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor lT
Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah
sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung [rc*u"."r,Daerah Kabupaten Temanggung Tahun zooa Nomor 17);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1g
Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Keda Kecamatan
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 1g);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor LZ
Tahun 2oo9 tentang pengelolaan Barang uitit Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2oog
Nomor L7);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1g
Tahun 2oo9 tentang pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2O1O Nomor 2);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2olo tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OlO Nomor 6);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2o1o tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OLO Nomor 7);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2o1o tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol,O Nomor g);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor g rahun
2oLo tentang Pajak Penerangan Jaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OLO Nomor 9);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2oLL tentang organisasi dan Tata Kerja Badan
Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlL Nomor g);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2oll tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OLL Nomor 1O);



51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2olt tentang Pajak Air Tanarr lGmbaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OLL Nomor 11);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2ol1 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2OLL Nomor 21);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Temang,3ung Nomor 23
Tahun 2olL tentang Tata Kerja satuan polisi pamong praja
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OlL Nomor 25);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2OtL tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OLI
Nomor 26);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2Ol2 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OLL-2O31 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OL1 Nomor L, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 3);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2OL2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2OL2 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL2
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 6);

61 . Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2Ot2 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 7);



62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor g rahun
201,2 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2ol2 Nomor g, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor g);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2or2 tentang Retribusi rempat Khusus parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2ot2 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9);

64. Peratrlran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2oL2 tentang Retribusi rzin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2
Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 10);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1l
Tahun 2a12 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 11);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L2
Tahun 2oL2 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor L2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor lg
Tahun 2072 tentang Retribusi Pelayanan pasar (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL2 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ot2
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 23);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Otg-2OIg
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OL4
Nomor L, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 44);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor g
Tahun 2ol4 tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2OL3 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OL4 Nomor 3);



72. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah teiakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zott
tentang Perrrbahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLS;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ?EMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2Ol5 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

Rp 1.313.200 .495.946,00

Rp 1.457.620.231.825,00

Surplus/(Defisit) Rp (t44.4t9.TgS.8Z9,OO)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp 193.4L9.ZSS.9Z9,OO

b. Pengeluaran Rp 49.00O.OOO.0OO,OO

Pembiayaan Netto Rp l44.4t9.Z\S.8Z9,OO

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 152.160.z24.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 843.553.440.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 9t2.496.331.946,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 26.804.296.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 12.463.415.000,00

(1)

(2)



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
Rp 12.635.513.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
Rp 1O0.257.0O0.0OO,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 50.429.939.0O0,0O

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 73 L.Zgg.Z4l.O00,OO

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 6 |.389.Z60.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp 616.150.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp 48. 107.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah
Rp 183.605.689.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp 48.856.660.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 899.842.002.918,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp SST.TZg.228.gOT,OO

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud paoei ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 711.533.771.829,00

b. Belanja Bunga sejumlah Rp 4.000.000.000,00

c. Belanja Hibah sejumlah Rp 5t.LL4.321.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 13.073.112.SOO,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah
Rp 4.O16.185.100,00

f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 11s.609.6 r2.49s,oo
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 500.O0O.0OO,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 40.871.812.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 2||.2|O.TOO.SO7,OO

c. Belanja Modal sejumlah Rp 305.690.216.400,00



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp 193.419.735.879,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp 49.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 1O3.488.9O4.229,OO

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 40.O00.000.000,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 45.930.831.650,00

d. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sejumlah Rp 4.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp 5.OOO.0OO.OOO,00

b. PembayararT. pokok pinjaman sejumlah Rp 40.00O.0O0.OOO,OO

c. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sejumlah Rp 4.O00.OOO.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini,
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

L. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

B. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurrrt Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perr'lapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertan modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
Tetap Daerah;



10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Daftar Perkiraan penambahan
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun
yang belum diselesaikan dan
tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah

dan pengurangan Aset

anggaran sebelumnya
dianggarkan kembali

LZ.Lampiran XII

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darrrrat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan
mendesak.Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana
sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat libebankan pada
anggaran belanja tidak terduga.

(2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darrrrat.

(3) Keadaan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun angga.ran berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat; dan

c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang
berimplikasi pada beban Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun berjalan.

{4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud
ditetapkan.

Pasal 8

(1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau
keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.



(3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal r,
manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat
dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegratan yang
telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik
pinjaman jangka menengah.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau
keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan
dalam rancangan peraturan daerah tentang perrrbahan APBD atau
dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 9

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai
keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, rnaka Bupati dapat
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, baik untuk menam6ah
kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2OL4

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2OL4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

SEKDA BUPATI TEMANGGUNG,

LEMBARAN
NOMOR 5

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OL4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (28t l2oL4)


